BAB I , 1
PSENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk bermasyarakat yang tidak
dapat hidup sendiri, dimana masing-masing  individu
mempﬁnygi kepentingan terhadap individu yang lain da~
ri awal sampai akhir hidupnya., Tiap-tiap kepentingan
antara satu dengan lainnya ada yang sama,, ada pula
Yang berlainan, bahkan ada yang saling bertentangan
sehingga menyebabkan adanya bentrokan-bentrokan. Oleh
karenanya manusia dalam hidupnya sangat memerlukan
adanya perlindungan dan pengaturan. Supaya keadilan
dad tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semes-
tinya, maka perlu adanya peraturan, adanya hukum dan
adanya Undang—undang'yang dapat melaksanakan dengan
sempurna dan seksama. Hal ini dimaksudkan untuk men-
cegah adanya penyerobotan, penganiayaan serta :melin-
dungi hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasya-

rakat. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987:1)

Agama Islam adalah agama yang selalu men jun-
Jung tinggi nilai-nilai keadilan, sehingga dalam pe-
nerapan aturan hukum dan Undang-undang harus senanti-
asa berlandaskan pada nilai-nilai keadilan tersebut.
Tidak boleh membeda-bedakan terhadap orang kaya atau
ﬁiskin; pe jabat atau rakyat biasa, tegasnya tidak bo-
leh ada tindakan diskriminatif terhadap suatu golong-
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an tertentu, ras-ras tertentu dan suku-suku tertentu,
baik secara individual maupun secara kolektif. Seba-
gaimana difegaskan dalam Al-Qur'an : .
SIS PIVERNE B I (S I DAY
T S Y
Lot 0ot 0B 5 2 s b 5,0

(o lw\)

("Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu o-

rang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi
karena Ailah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu
Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang da-
ri kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan(kata-ka-

ta) atau enggan me jadi saksi, maka sesungguhnya Allah
ada1§h Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerja-
kan"),

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971:144-145)

Selain itu juga disebutkan dalam al-Qur'an(su-
rat-al-Hujurat:13), bahwa orang yang bertaqwa pada
Allah SWT mempunyal kedudukan yang lebih tinggi dari
yang lain. Kedudukan yang berbeda itu adalah disisi
Allah, ini berarti disisi manusia, orang . -mempuayai
kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama bagi setiap
manusia dihadapan hukum (equality before the law) di
dunia ini, dapat pula ditarik dari Hadits Nabi Muham-
mad SAW.yang berbunyi sebagai berikut :
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("Orang-orang sebelum kamu menjadi binasa karena
apabila seseorang yang terhormat diantara mereka men-
curi maka mereka membiarkannya. Tetapi jika orang le-
mah yang mencuri maka mereka menjalankan hukuman
atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad
mencuri, niscaya akan saya potong tangannya").

(Shahih Muslim, tt : 47, Jilid II)

Dari keterangan al-Qur'an (an-Nisa? : 125 dan
al-Hujurat : 13) serta berdasarkan hadits tersebut di
atas, < jelas bahwa dalam ajaran Islam tidak mengenal
diskriminasi ataupun dispensasi dalam penegakan hukum
dan pelaksanaan hukum. Hukum harus diperlakukan sama

terhadap semua orang dari kalangan manapun juga.

(Prof.H.M.Daud Ali, S.H. et al.. 1989 : 56).

Prinsip persamaan yang tercantum dalam al-Qur!-
an dan Sunnah tersebut, adalah prinsip dasar hukum
Islam dan merupakan salah satu nilai yang harus men-
Jadi norma hukum Islam, oleh karenanya prinsip . ..itu
harus dikembangkan dalam segala segi atau bidang hi-
dup dan kehidupan.

(Prof.H.M.Daud Ali, S.H. et al.. 1989 : 24)

Salah satu dari sekian banyak aturan hukum ya-
ng bertujuan untuk menciptakan kedamaian, ketertiban
dan ketentraman tersebfit adalah adanya aturan hukum
tentang lalu lintas dan angkutan jalan(UULLAJ).
Mengingat banyaknya korban kecelakaan lalu lintas di
jalan:raya yang disebabkan oelh karena masyarakat dan

para pemakai jalan raya kurang mematuhi peraturan



lalu lintas, maka Pemerintah pada tanggal 12 Mei 1992
telah mengeluarkan sebmah Undang-undang yaitu UU No.-
14 Tahun 1992, tentang lalu lintas dan angkutan jalen
(UULLAJ).

Lahirnya UU no.14/1992 tersebut sempat menjadi
bahan perdebatan yang sengit dikalangan masyarakat,
ada yang bersikap pro dan ada yang bersikap .<zkontra
serta menganggap bahwa UU No.14/1992 itu adalah Un-
dang-undang yang kontroversial dan irrasional, sehi-
ngga tidak heran jika di beberapa daerah timbul aksi
demontrasi menentang lahirnya Undang-undang tersebut.
Yang mendasari masyarakat bersikap kontra(tidak setu-
ju) terhadap Undang-undang tersebut adalah karena
ketentuan denda bagi para pelanggar dalam Undang-=un=-
dang tersebut terlalu tinggi, bahkan tidak sesuai de-
ngan tarap keadaan ekonomi Indonesia.

Ketentuan denda dalam UU No.14 Tahun 1992, berkisar
antara Rp 250.000,-(dua ratus lima paluh ribu) sampai
Rp 12.000.000,-(dua belas juta). Akhirnya pelaksanaan
Undang-undang inipun sempat tertunda satu tahun, yang
semula akan diberlakukan atau dioprasionalkan pada
tanggal 17 September 1992 ditunda dan dinyatakan ber-
laku secara efektif pada tanggal 17 September 1993 .,

Penundaan pemberlakuan tersebut tertuang dalam Pasal

1 Perpu No.1 Tahun 1992,
Cara penerapan denda dari UU No.14 Tahun 1992 ini,



adalah besar kecilnya denda dibedakan untuk setiap
daerah, jumlah denda disesuaikan dengan tingkat hldup
(ekonomi) masing-masing daerah, Kebigaksanaan Peme-
rintah ini lebih dikenal dengan istilah "Tabel Denda"
dan keberadaannyapun masih dipermasalahkan oleh para
ahli hukum. Namun bagaimanapun juga lahirnya tabel
denda tersebut telah mampu mengurangi dan mengantisi-
pasi gejolak sosial yang sebelumnya bertumpu pada be-

sarnya denda yang ada dalanm Undang-undang tersebut,

Untuk mengetahui keadaan yang sebenarﬁja kena~
pa timbul pemecahan(solusi) seperti tersebut, baik
dari segi kebi jaksanaan Pemerintah ataupun motivasi=-
motivasi yang lain, kiranya diperlukan renelitian se-
cara mendalam. Urgensi penelitian tentang masalah 4i
ataé semakin terasa, setelah dalam kepustakaan tidak
dijumpai hasil penelitian tentang masalah ini. Kecu~
ali itu hasil penelitian ini kiranya akan sangat ber=-
manfa'at baik dalanm tingkat deskriptif maupun dari
segi terapannya. Sehingga hasil pemelitian ini diha-
rapkan dapat dijadikan bahan untuk menyusun pProgram
pembinaan hukum dalam hidup bermasyarakat dan berne-

gara.

B, Identifikasi Masalah




B.

Identifikasi Masalah

Dari paparén latar belakang masalah di atas
dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipe-
lajari adalah : Ketentuar denda minimum dan maksimum
dari UU No.14/1992, ditinjau dari segi hukum Islam
(tidak dari segi yang laim). Agar masalah ini  Jebih
jelas perlu'pula dihubungkan dengan kondiéi ekonomi
para pengemudi selaku individu yang setiap harinya
terlibat langsung aktifitas di jalan raya juga hubu-
ngan-hubungan antara polisi, masyarakat serta instan-
si yang terkait di dalamnya. Dalam rangka men jalan-

kan, menegakkan, serta mentaati UU No.14/1992,

Pembatasan Masalah

Masalah ketentuan denda minimum dan maksimum
dari UU No,.14/1992 ditinjau dari hukum Iislam, masih
bersifat umum dan bersegi banyak, oleh karena itu ma-

sih memerlukan pembatasan. Studi ini memberi batasan-

batasan :
- Dari segi obyek ¢ Putusan Hakim tentang denda

pelanggaran lalu lintas,

- Dari segi aktifitas : Pelanggaran lalu lintas.

- Dari segi tempat Pengadilan Negeri Surabaya.



- Dari segi waktu ¢ Tahun 1993 - 1994,

Dengan pembatasan demikian, maka rumusan masa-
lahnya :"Ketentuan denda minimum dan maksimum. dari
UU No.14/1992, oleh Pengadilan Negeri di . ..Sarabaya,
pada tahun 1993 - 1994, ditinjau dari segi hukum Ig -

lam",
D, Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan oprasional,_maka masa-
lah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-per-
tanyaan berikut :

é. Bagaimana deskripsi pelaksanaan/penerapan tentang
ketentuan denda minimum dan maksimum dari . UU No.
14/1992, oleh Pengadilan Negeri di Surabaya pada
tahun 1993 - 1994 ?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relaksa=-
naan/penerapan ketentuan denda minimum dan maksi-
mum dari UU No.14/1992, di Pengadilan Negeri Sura-

=  baya ?

E, Tujuan Penelitian

~Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas,

maka tujuan penelitian ini adalah :



F,

G.

a.

b,

Mendeskripsikan tentang pelaksanaan/penerapan ke-

'tentuan denda minimum dan maksimum dari UU No.14/-

1992 oleh Pengadilan Negeri di 8urabaya, pada ta-
hun 1993 - 1994.

Menetapkan apakah pelaksanaan ketentuan denda
minimum dan maksimum dari UU No.14/1992, terdapat

Penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum Islam.

Kegunaan Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat untuk

hal-hal sebagai berikut :

a.

Ce.

Dapat di jadikan bahan untuk menyusun hepotesis
bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahni dan
menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
terhadap penerapan ketentuan denda minimum dan
maksimum dari UU No.14/1992,

Digunakan sebagai bahan untuk menyusun karya il-
miyah yang berbentuk skripsi.

Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program
pembinaan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum

bagi masyarakat.

Pelaksanaan Penelitian

1,

Lokasi/Daerah Penelitian



2.

3

~

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan  Ne&geri.

Kota Madya Surabaya.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan ¢

- Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat per-
tama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara
pelanggaran lalu lintas.

- Pengadilan Negeri Surabaya mudah untuk di jangkau
sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan

penggalian data.
Obyek Penelitian

Yang menjadi obyekipénelitian adalah' hal-
hal/putusan Pengadilan Negeri tentang denda pela=-
nggaran lalu lintas, dalam kaitannya dengan tehnik
wawancara yang dilakukan terhadap Hakim., Hakim da-
lam hal ini diperlakukan sebagal responden. Dan
Jjuga dalam kaitannya dengan tehnik pencatatan

dokumen yang dianggap penting.
Populasi dan Sampel

Karena jumlah hal-hal/phitusan . Pengéddilan
Negeri fentang denda belanggaran lalu lintas sejak
berlakunya UU No.14/1992 secara efektif tidak be-
sar jumlahnya, maka penelitian ini tidak méngguna—
kan tehnik sampling. Kegiatan penggalian data d4i-
lakukan terhadap hal-hal yang telah diputuskan o=
leh Hakim serta hal-hal yang ada kaitannya dengan
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putusan Hakim tersebut.

4, Data yang berhasil digali

Data yang berhasil digali adalah sebagai

berikut

a., Hal-hal/pelanggaran lalu lintas yang Dbersanksi

denda ringan dan bersanksi denda berat, terdiri

atas :

1.

2.

4.

Jenis pelanggaran lalu lintas yang ..didenda
ringan

Faktor yang menyebabkan dikatagorikan diden-
da ringan

Jenis peianggaran lalu lintas yang .didenda
berat

Faktor yang menyebabkan dikatagorikaﬁ diden-

da berat

Pertimbangan yang dibuat untuk menjatuhkan hu-

kuman denda ringan dan denda berat, terdiri

atas @

1,
2.
3.
4.
5.

6.

Dari sikap pelanggar pada waktu sidang

Dari jenis pelanggarannya

Dari tingkat keadaan pendidikan pengemudi
Pelanggar pernah dihukum atau tidak .
Keadaan fisik pelanggar pada waktu menge-
mudikan kendaraan

Keadaan batin pelanggar pada waktu 'menge-



5.

6.

1"

mudikan kendaraan
T. Kondisi fisik kendaraan yang dipakai oleh
pelanggar

8. Keadaan rambu-rambu lalu lintas/marka jalan.
Sumber Data

Yang di jadikan sumber data pokok dalam pe-
nelitian ini adalah :
a, Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya.

b. Dokumentasi.

Sebagai sumber data tambahan(pelengkap) ya-
itu :
a. Para sopir/pengemudi.
b. DLLAJR.
c., Polisi.

Tehnik Penggalian Data
a. Wawancara(interviu).

Metode wawancara ini dilakukan terhadap
Hakim di Pemgadilan Negeri Surabaya, sebagai
sumber data pokok. Sedangkan wawancara dengan
sopir/pengemudi dilakukan di terminal Purabaya,
Joyo Boyo, Jembatan Merah dan Perak, .wawancara
dengan polisi dilakukan di Polresta Surabaya U-
-tara, dan wawancara dengan DLLAJR langsung di-

lakukan di kantor DLLAJR, sebagai sumber data
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tambahan/pelengkap.
b. Pencatatan Dokumen

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-
hal/pelanggaran lalu lintas yang telah diputus-
kan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya ,
juga mencatat data-data dari Polisi dan.DLLAJR.

Tehnik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, laﬁgkah be-
rikutnya adalah analisa terhadap data-data yang
diperoleh, yaitu dengan cara analisis kualitatif
dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap da-
ta-data yang telah diperoleh secara cermat dari
segl kelengkapan, keterbacaan, ke jelasan makna,
kesesuaian satu sama lain, relevansi dan kese-
ragaman data.

b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan
penyusunan data sedemikian rupa, sehingga meng-
hasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi.

¢. Tabulating, yaitu mengumpulkan hasil-hasil pe-
nelitian dalam bentuk tabel, guna mengetahui
besarnya frekuensi dan prosentase untuk masing-
masing katégori.

d. Menganelisis bahan-bahan hasil organisasi data

untuk merumuskan deskripsi tentang pelaksanaan
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‘ketentuan denda minimum dan maksimum dari 814]
No.14/1992, oleh Pengadilan Negeri Surabaya se-

cara jelas dan lengkap.

H. Metode Pembahasan

4.

Data dari hasil penelitian itu dianalisa deng-
menggunakan metode sebagai berikut :
Metode Induk#if, yaitu dengan mengemukakan kenya-
taan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil ri-
set, kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersi-
fat umum berupa generalisasi.
Metode Deduktif, yaitu dengan mengemukakan teori-
teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersi-
fat umum, untuk selanjutnya dikemukakan . kenyataan
Yang bersifat khusus dari hasil riset.
Metode Analisis, yaitu analisis lanjutan terhadap
hasil penelitian, kemudian disimpulkan sebagai Ja=-
waban darli perumusan masalah,
Metode Komparatif, yaitu mengkomparasikan( memban-

dingkan ) antara norma-norma hukum Islam dan kenya

taan-kenyataan hasil riset.



